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PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :
Aprikandi Bin Jabir, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga ll,
RT.001 RW 001, Kelurahan Temberan, KecamatanBukit Intan,
Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I;

Megawati Binti Suhaimi, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan
Tanjung Bunga Il, RT.001 RW 001, Kelurahan Temberan,
KecamatanBukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon
II; Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut
para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02
Januari 2020 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor
7/Pdt.P/2020/PA.Pkp, tanggal 03 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1.Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah siri’ (di bawah
tangan) pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016, kemudian menikah

lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, pada hari Kamis
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tanggal 12 Desember 2019, di Kota Pangkal Pinang, dengan wali nikah
bernama Idrusman (Kakak kandung Pemohon II), serta mas kawin
berupa cincin mas 1 gram dan pernikahan tersebut tercatat dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/007/XI11/2019, tanggal 12 Desember
2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2.Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon | dan Pemohon I
telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Zain Syahwan Pratama bin Aprikandi,
lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 2016, berusia 3 tahun ;

3.Bahwa, pada waktu kelahiran anak tersebut Pemohon | dan
Pemohon 1l belum dapat dibuatkan Akta Kelahirannya, karena
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il sampai anak tersebut lahir
belum di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

4.Bahwa, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il telah
mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Intan pada tanggal 12
Desember 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor
0211/007/X11/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak
dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran ;

5.Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar
dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan
Pemohon | dan Pemohon Il sanggup mengajukan bukti-bukti tentang
asal-usul anak tersebut;

6.Bahwa, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama
Pangkal Pinang;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut:
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a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon II;
b. Menetapkan anak yang bernama Zain Syahwan Pratama

bin Aprikandi, lahir di Pangkalpinang, 11 Juli 2016, adalah anak

kandung dari Pemohon | dan Pemohon Il;

C. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il masing hadir sendiri di persidangan,
lalau dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan
oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor:
1,904020107990078 tanggal 22 November 2019 An. Aprikandi berlakau
seumur hidup. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000
dan telah dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP el
Nomor.470/3011/DUKCAPIL/X/2019, An. Megawati, tanggal 22 Oktober
2019. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan telah
dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0211/007/XI1/2019, tanggal
12 Desember 2019, an. Aprikandi dan Megawati, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan. Bukti surat tersebut telah
diberi materai 6000 dan telah dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
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4. Fotokopi Keterangan lahir An. Zain Syahwan Pratama, yang
dikeluarkan oleh Bidan Mandiri Sri Hartati, Am. Keb, Kota Pangkalpinang,
tanaggal 11 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan
telah dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Maijelis diberi tanda P4;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan
saksi-saksi sebagai berikut :

1. Umardi Bin Abdul Razak, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh harian Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Tanjung
BungaRT 001 RW 001, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon 2 dahulu telah
menikah sirri dan telah dikaruniai anak bernama Zain Syahwan
Pratama ;

- Bahwa waktu menikah sirri telah dinikahkan saat itu
Pemohon Il sudah hamil ;

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah
bercerai ;

2. Hayati Binti Mukmin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Pasir Padi 001
RW 001, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus selaku
ketua RT tempat Pemohon dan Termohon menikabh;

- Bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon 2 dahulu telah
menikah sirri
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak
bernama Zain Syahwan Pratama ;

- Bahwa anak tersebut lahir dalam masa perkawinan siri ;

- Bahwa waktu menikah sirri telah dinikahkan saat itu

Pemohon Il sudah hamil ;

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah
bercerai ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan
disampaikan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang intinya bahwa persidangan yang telah dijalani, permohonan para
Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon
dikabulkan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka
ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan
asal usul anak, dimana perkara atersebut menjadi wewenang Pengadilan
Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 20038,
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal,
dimana untuk melakukan hakim tunggal ini telah mendapat izin dari
Mahkamah Agung RI tanggal 08 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah:

- Pemohon | dan Pemohon Il menikah sirri dengan wali nikah
kakak kandung Pemohon IlI, dihadiri dua orang saksi nikah, dengan
mahar berupa cincin emas 1 gram dan dilaksanakan dengan tata cara

agama Islam;
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- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA ;
- Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai satu
orang anak bernama Zain Syahwan Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut
dimana permohonan ini diajukan kepentingannya untuk mengurus Akata
kelahiran anak bernama Zain Syahwa Pratama agar dapat dinasabkan
dengan Pemohon | dan Pemhon Il. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 dan
2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, Aslinya adalah akta otentik
maka berdasarkan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut secara formil mempunyai
nilai pembuktian yang sempurna. Bukti P.1 berupa Kartu tanda penduduk
membuktikan bahwa Pemohon 1 identitasnya benar seperti dalam surat
permohonan. Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon 2 benar beralama
sebagaimana dalam surat permohonan. Bukti P.3 membuktikan kalau benar
dalil para Pemohon menyatakan telah menikah kembali di KUA. Sementara
bukti P.4 ditambah dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti dalam
perkawinan sirri antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai anak
bernama Zain Syahwan Pratama.;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan Penetapan asal usul anak agar anak bernama Zain Syahwa
Pratama dinasabkan kepada ayah dan ibu kandung yaitu Pemohon | dan
Pemohon II. Untuk itu Hakim membebankan pembuktian kepada para
Pemohon tentang adanya pernikahan sebelum lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi | dan saksi 2 yang
bersesuaian adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah sirri secara agama Islam
dengan wali nikah saudara kandung kandung Pemohon II;

- Bahwa dalam masa perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai satu orag
anak bernama Zain Syahwa Pratama ;

- Bahwa selama dalam pernikahan sirri tersebut tidak pernah ada
perceraian ;

- Bahwa sekarang sudah menikah resmi di KUA kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonan yang
dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut
diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara sirri, dengan
wali nikah saudara kandung Pemohon Il, dan telah dilakukan ijab gabul
dengan mahar dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah ;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
yang menyebabkan terhalanginya untuk menikah secara syar’i ;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak
bernama Zain Syahwa Pratama, lahir tanggal 11 Juli 2016;

- Bahwa setelah lahir anak, antara Pemohon dan Termohon telah
dinikahkan secara resmi di hadapan petugas KUA kecamatan Bukit Inta
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 dikatakan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Sedangkan berdasarkan hukum Islam bahwa perkawianan itu sah apabila
terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya ;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam islam sebagaimana dalam Kitab

Al Igna’ juz Il halaman 123 :

<

lel.»;bg ol Lo.m_g gJ_g_g

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon
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suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Ketentuan rukun nikah tersebut sejalan dengan pasal 38 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia yaitu: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali
nikah d. Dua orang saksi dan; e. ljab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il telah menikah secara sirri pada tahun 2012 secara agama Islam.
Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 telah terpenuhi dan dinyatakan sah menurut Undang-Undang tersebut,
hanya saja oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan
Agama, maka dengan demikian perkawinan tersebut tidak terpenuhi maksud
pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau telah terpenuhi
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka
perkawinan tersebut sudah sah. Namun apabila tidak terpenuhi ketentuan
pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il pada tahun 2009 telah sah menurut agama Islam, namun tidak
mempunyai kekuatan hukum. Sementara pernikahan tercatat di KUA
sebagaimana bukti P.3 terjadi setelah anak tersebut lahir, sehingga untuk
menentukan nasab anak tersebut harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Zain Syahwa Pratama,
dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il secara agama
Islam, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah
Pemohon | dan Pemohon Il sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, namun karena anak tersebut akibat dari perkawinan tidak
tercatat, maka kepada anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya
tanpa ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan
Pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Figh Al Islami wa Adillatuhu jilid 7
halaman 690 sebagai berikut :
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Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah

merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan,walaupun pernikahan

itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang

terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di

dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab

anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami
isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak
bernama Zain Syahwa Pratama ditetapkan sebagai anak sah Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulankan permohonan Para Pemohon
tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan akta
kelahiran dari anak dimaksud dengan dinasabkan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il ;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh karena perkara ini perkara
voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dalil-dalil syara’ lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
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MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan anak nama Zain Syahwan Pratama Bin Aprikandi,
laki-laki, yang lahir di Pangkalpinang pada tanaggal 11 Juli 2016 adalah
anak kandung dari Pemohon | (Aprikandi Bin Jabir) dan Pemohon Il
(Megawati Binti Suhaaimi);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh
Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk olek Ketua Pangadilan Agama
Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu
oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag
Perincian biaya :

1. Pendaftaran 30.000,00
2. Proses 50.000,00
3. Panggilan 100.000,00
4. PNBP Panggilan 20.000,00
5. Redaksi 10.000,00
6. Meterai 6.000,00

Jumlah 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).
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